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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Umum Data Penelitian  

1. Gambaran umum mengenai wilayah dan waktu pelaksanaan 

penelitian. 

Kondisi fisik suatu wilayah sangat mempengaruhi aktifitas dan 

keadaan sosial dalam suatu masyarakat. Faktor alami pada suatu 

wilayah merupakan potensi dalam kawasan tersebut sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh semua warga masyarakat sesuai dengan kebutuhan. 

Pada penelitian ini, peneliti meneliti pada Kelurahan Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Desa Jambukulon memiliki luas 

wilayah 134,6 Ha. Pada bagian utara berbatasan dengan desa Klepu, 

bagian selatan berbatasan dengan desa Dlimas, bagian timur 

berbatasan dengan desa Ceper, serta bagian barat berbatasan dengan 

desa Meger Ceper dan desa Blanceran Karanganom. Desa 

Jambukulon memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.087 

penduduk dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.116 

penduduk. Berikut merupakan 11 RW yang ada di Kelurahan 

Jambukulon: 

Tabel IV.1: Daftar RW di Kelurahan Jambukulon 

RW RT NAMA DUKUH 

01 
01 Dukuh Kwiran 

02 Dukuh Kwiran 

02 
01 Dukuh Tegalrejo 

02 Dukuh Kwiran 

03 
01 Dukuh Wareng 

02 Dukuh Wareng 
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Penelitian ini dilakukan pada bulan November hingga bulan 

Desember. Pada tanggal 26 November 2020 peneliti melakukan 

observasi mengenai gambaran umum tentang Pengelolaan Keuangan 

di Kantor Kelurahan Jambukulon dengan narasumber bernama bapak 

Meiga Dwi Rustanto yang bertugas sebagai Sekretaris Desa di 

Kelurahan Jambukulon. Pada tanggal 27 November 2020 peneliti 

kembali melakukan observasi mengenai gambaran umum dan sistem 

keuangan di Kantor Kelurahan Jambukulon dengan narasumber ibu 

Rimbawati Dwi Hariani, SP.,S.H yang bertugas sebagai kaur 

keuangan desa Jambukulon. 

04 
01 Dukuh Penggung 

02 Dukuh Jenon 

05 

01 Dukuh Ngeseng 

02 Dukuh Ngeseng 

03 Dukuh Ngeseng 

06 

01 Dukuh Doyorejo 

02 Dukuh Notorejo 

03 Dukuh Notorejo 

07 
01 Dukuh Jambukulon 

02 Dukuh Jambukulon 

08 
01 Dukuh Jambukulon 

02 Dukuh Jambukulon 

09 
01 Dukuh Jambukulon 

02 Dukuh Jambukulon 

10 
01 Dukuh Jambukulon 

02 Dukuh Jambukulon 

11 
01 Dukuh Notomulyo 

02 Dukuh Sidorejo 
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2. Gambaran Umum Mengenai Sumber Pendapatan dan Belanja 

Penelitian ini meneliti apakah pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018 dan bagaimana dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa terhadap 5 bidang (bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang 

Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Desa, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Penanggulangan 

Bencana atau Keadaan Darurat dan Mendesak) dan dukungan terhadap sub 

bidang pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang, Pemukiman, serta Ketentraman dan Ketertiban 

Umum). 

Obyek penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Desa Jambukulon 

pada tahun 2019-2020 yang terdiri atas Laporan Keuangan Murni dan 

Laporan Keuangan perubahan. Penelitian ini merukan penelitian yang 

bersifat empiris dengan data primer dan skunder sebagai sumber datanya.  

Laporan keuangan murni adalah laporan keuangan yang ditetapkan 

paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya, sedangkan laporan 

keuangan perubahan adalah laporan keuangan yang ditetapkan apabila 

terdapat anggaran yang belum dimasukan pada waktu menyusun laporan 

keuangan murni atau adanya keadaan bencana luar biasa seperti pandemic 

saat ini. 
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B. Analisis Data Awal 

1. Pendapatan 

            

                
 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 

Rp140.900.000 dan total Pendapatan sebesar Rp3.047.149.880 

sedangkan berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020 

perubahan, menunjukkan total Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 

Rp113.000.000 dan total Pendapatan sebesar  Rp3.047.149.880.  

Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran 

Pendapatan Asli Desa (PADes)  Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 

perubahan menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes)  

tahun 2020 perubahan lebih rendah atau mengalami penurunan 

dengan proporsi sebesar 4.52% dibandingkan dengan Pendapatan 

Asli Desa (PADes)  tahun 2019 perubahan dengan proporsi yakni 

sebesar 4.62%. 

          

                
 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 
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331.111.000 dan total Pendapatan sebesar Rp3.047.149.880, 

sedangkan berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020 

perubahan, menunjukkan total Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 

Rp336.727.000 dan total Pendapatan sebesar  Rp2.499.129.900.  

Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 

perubahan menunjukkan hasil bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) 

tahun 2020 perubahan lebih tinggi atau mengalami kenaikan dengan 

proporsi sebesar 13,47% dibandingkan dengan Alokasi Dana Desa 

(ADD) tahun 2019 perubahan dengan proporsi yakni sebesar 

10,87%. 

               

                
 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total Dana Desa sebesar Rp859.576.000 dan 

total Pendapatan sebesar Rp3.047.149.880, sedangkan berdasarkan 

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020 perubahan, 

menunjukkan total Dana Desa sebesar Rp864.638.000 dan total 

Pendapatan sebesar  Rp2.499.129.900.  
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Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 

perubahan menunjukkan hasil bahwa Dana Desa tahun 2020 

perubahan lebih tinggi atau mengalami kenaikan dengan proporsi 

sebesar 34,60% dibandingkan dengan Dana Desa tahun 2019 

perubahan dengan proporsi yakni sebesar 28,21% 

          

                
 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total BHPR sebesar Rp39.797.880 dan total 

Pendapatan sebesar Rp3.047.149.880, sedangkan berdasarkan 

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020 perubahan, 

menunjukkan total BHPR sebesar Rp30.664.900 dan total 

Pendapatan sebesar  Rp2.499.129.900.  

Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 

perubahan menunjukkan hasil bahwa BHPR tahun 2020 perubahan 

lebih rendah atau mengalami penurunan dengan proporsi sebesar 

1,23% dibandingkan dengan BHPR tahun 2019 perubahan dengan 

proporsi yakni sebesar 1,31%. 
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Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 

Rp605.000.000 dan total Pendapatan sebesar Rp3.047.149.880, 

sedangkan berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020 

perubahan, menunjukkan total Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 

Rp805.000.000 dan total Pendapatan sebesar  Rp2.499.129.900.  

Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 

perubahan menunjukkan hasil bahwa Bantuan Keuangan Provinsi 

tahun 2020 perubahan lebih tinggi atau mengalami kenaikan dengan 

proporsi sebesar 31,21% dibandingkan dengan Bantuan Keuangan 

Provinsi tahun 2019 perubahan dengan proporsi yakni sebesar 

19,85%. 

                         

                
 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 

sebesar Rp1.056.165.000 dan total Pendapatan sebesar 
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Rp3.047.149.880, sedangkan berdasarkan Laporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten Tahun 2020 perubahan, menunjukkan total 

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp345.000.000 dan total 

Pendapatan sebesar  Rp2.499.129.900.  

Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 

perubahan menunjukkan hasil bahwa Bantuan Keuangan 

Kabupaten/Kota tahun 2020 perubahan lebih rendah atau mengalami 

penurunan dengan proporsi sebesar 13,80% dibandingkan dengan 

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota tahun 2019 perubahan dengan 

proporsi yakni sebesar 34,66%. 

                    

                
 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total Pendapatan Lain-lain sebesar 

Rp14.600.000 dan total Pendapatan sebesar Rp3.047.149.880, 

sedangkan berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020 

perubahan, menunjukkan total Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 

sebesar Rp4.100.000 dan total Pendapatan sebesar  Rp2.499.129.900.  
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Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 

perubahan menunjukkan hasil bahwa Bantuan Keuangan 

Kabupaten/Kota tahun 2020 perubahan lebih rendah atau mengalami 

penurunan dengan proporsi sebesar 0,16% dibandingkan dengan 

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota tahun 2019 perubahan dengan 

proporsi yakni sebesar 0,48%. 

Gambar  IV. 2: Diagram Proporsi Pendapatan 2019 Perubahan 

 

 Gambar IV.3: Diagram Proporsi Pendapatan 2020 Perubahan 

4.62% 

10.87% 

28.21% 

1.31% 

19.85% 

34.66% 

0.48% 

PADesa

ADD

Dana Desa

BHPR

Bantuan Keuangan
Prov

Bantuan Keuangan
Kab/Kota

Pendapatan Lain-Lain
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Berdasarkan diagram proporsi Pendapatan, dapat disimpulkan 

bahwa presentase terbesar adalah Bantuan Keuangan 

Kabupaten/Kota tahun 2019 perubahan yaitu sebesar 34,66%, 

sementara presentase terkecil adalah Bagian Pendapatan lain-lain 

tahun 2020 perubahan yaitu sebesar 0,16%. 

2. Belanja 

                      

             
 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total Belanja Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa (Bidang I) sebesar Rp572.140.900 dari total 

Belanja sebesar Rp3.075.599.686, sedangkan berdasarkan Laporan 

4.52% 

13.47% 

34.60% 

1.23% 

32.21% 

13.80% 

0.16% 

PADesa

ADD

Dana Desa

BHPR

Bantuan Keuangan Prov

Bantuan Keuangan
Kab/Kota

Pendapatan Lain-Lain
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan 

Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020 perubahan, menunjukkan total 

total Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Bidang I) 

sebesar Rp528.064.135 dari total Belanja sebesar Rp 2.544.152.135. 

Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 

tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 perubahan menunjukkan 

hasil bahwa Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(Bidang I) tahun 2020 perubahan lebih tinggi atau mengalami 

kenaikan dengan proporsi sebesar 20,76% dibandingkan dengan 

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Bidang I) 

tahun 2019 perubahan dengan proporsi yakni sebesar 18,60%. 

                       

             
 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total Belanja Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa (Bidang II) sebesar Rp2.147.776.000 dari total 

Belanja sebesar Rp3.075.599.686, sedangkan berdasarkan Laporan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan 

Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020 perubahan, menunjukkan total 

total Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Bidang II) 

sebesar Rp1.133.693.000 dari total Belanja sebesar Rp 

2.544.152.135. 
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Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 

tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 perubahan menunjukkan 

hasil bahwa Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

(Bidang II) tahun 2020 perubahan lebih rendah atau mengalami 

penurunan dengan proporsi sebesar 44,56% dibandingkan dengan 

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Bidang II) tahun 

2019 perubahan dengan proporsi yakni sebesar 69,83%. 

                        

             
 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total Belanja Bidang Pembinaan 

Kemsyarakatan Desa (Bidang III) sebesar Rp18.250.000 dari total 

Belanja sebesar Rp3.075.599.686, sedangkan berdasarkan Laporan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan 

Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020 perubahan, menunjukkan total 

total Belanja Bidang Pembinaan Kemsyarakatan Desa (Bidang III) 

sebesar Rp28.395.000 dari total Belanja sebesar Rp 2.544.152.135. 

Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 

tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 perubahan menunjukkan 

hasil bahwa Belanja Bidang Pembinaan Kemsyarakatan Desa 

(Bidang III) tahun 2020 perubahan lebih tinggi atau mengalami 
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kenaikan dengan proporsi sebesar 1,12% dibandingkan dengan 

Belanja Bidang Pembinaan Kemsyarakatan Desa (Bidang III) tahun 

2019 perubahan dengan proporsi yakni sebesar 0,59%. 

                       

             
 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total Belanja Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (Bidang IV) sebesar Rp332.300.000 dari total 

Belanja sebesar Rp3.075.599.686, sedangkan berdasarkan Laporan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan 

Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020 perubahan, menunjukkan total 

total Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bidang IV) 

sebesar Rp420.000.000 dari total Belanja sebesar Rp 2.544.152.135. 

Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 

perubahan menunjukkan hasil bahwa Belanja Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (Bidang IV) tahun 2020 perubahan lebih tinggi 

atau mengalami kenaikan dengan proporsi sebesar 16,51% 

dibandingkan dengan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Bidang IV) tahun 2019 perubahan dengan proporsi yakni 

sebesar 10,80%. 
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Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019 

perubahan menunjukkan total Belanja Bidang Penanggulangan 

Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Bidang V)  sebesar 

Rp5.132.786 dari total Belanja sebesar Rp3.075.599.686, sedangkan 

berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020 

perubahan, menunjukkan total total Belanja Bidang Penanggulangan 

Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Bidang V) sebesar 

Rp434.000.000 dari total Belanja sebesar Rp 2.544.152.135. 

Dari perbandingan perhitungan Laporan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 

tahun 2019 perubahan dengan tahun 2020 perubahan menunjukkan 

hasil bahwa Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak Desa (Bidang V) tahun 2020 perubahan lebih 

tinggi atau mengalami kenaikan dengan proporsi sebesar 17,06% 

dibandingkan dengan Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Bidang V) tahun 2019 

perubahan dengan proporsi yakni sebesar 0,17%. 

 

Gambar IV.4: Diagram Proporsi Belanja tahun 2019 Perubahan 
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Gambar IV.5: Diagram Proporsi Belanja tahun 2020 Perubahan 

 

Didalam diagram proporsi Belanja, dapat kita lihat bahwa 

terjadi perubahan presentase yang signifikan pada Belanja Bidang 

Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak (Bidang V), 

yang mana pada tahun 2019 perubahan hanya sebesar 0.17% 
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meningkat menjadi 17.6% di tahun 2020 perubahan. Meningkatnya 

presentase Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan 

Mendesak tersebut dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari 

pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemic Covid-19. 

Berdasarkan diagram proporsi Belanja di atas dapat 

disimpulkan bahwa presentase terbesar adalah Belanja Bidang 

Pelaksanaan Pembangunan Desa (Bidang II) tahun 2019 perubahan 

yaitu sebesar 69,83%, sementara presentase terkecil adalah Belanja 

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 

Desa (Bidang V) tahun 2019 perubahan yaitu sebesar 0,17%. 

C. Analisis Perbandingan 

1. Pendapatan 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019-2020 

menunjukkan pendapatan tertinggi adalah Pendapatan Transfer pada 

tahun 2019 anggaran perubahan yaitu sebesar Rp2.891.649.880. 

Pendapatan Transfer di tahun 2019 anggaran perubahan menjadi yang 

tertinggi dikarenakan pada saat itu Bantuan Keuangan 

Kabupaten/Kota yang masuk ke desa sebesar Rp1.056.165.000 dan 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp39.797.880, yang mana 

angka tersebut merupakan angka terbesar dibandingkan dengan tahun-

tahun lainya,   sedangkan pendapatan terendah adalah Pendapatan 

Lain-lain pada tahun 2019 anggaran awal dan tahun 2020 anggaran 

awal dan perubahan yakni sebesar Rp4.100.000.  
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Untuk Pendapatan Lain-lain pada tahun 2019 perubahan 

sebesar Rp14.600.000 disebabkan karena pada tahun  2019 terjadi 

adanya kesalahan belanja pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 

Rp10.500.000. 

Gambar IV.6: Grafik Perbandingan Nilai Pendapatan per Tahun 

 

Berdasarkan grafik Perbandingan Nilai Pendapatan per Tahun, 

dapat disimpulkan bahwa Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten dengan jumlah pendapatan tertinggi pada tahun 

2019 anggaran perubahan yaitu sebesar Rp3.047.149.880, sedangkan 

dengan jumlah pendapatan terendah pada tahun 2020 anggaran 

perubahan yaitu sebesar Rp2.499.129.900. 

2. Belanja Bidang 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019-2020 
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menunjukkan belanja tertinggi adalah belanja Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa (Bidang II) pada tahun 2019 anggaran perubahan 

yaitu sebesar Rp2.147.776.000, sedangkan belanja terendah adalah 

belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 

Mendesak Desa (Bidang V) pada tahun 2020 anggaran murni yaitu 

sebesar Rp2.000.000.  

Gambar IV.7: Grafik Perbandingan Belanja Bidang 

 

Berdasarkan grafik perbandingan belanja bidang, dapat 

disimpulkan bahwa Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten dengan jumlah belanja tertinggi pada tahun 2019 anggaran 

perubahan yaitu sebesar Rp3.075.599.686, sedangkan dengan jumlah 

belanja terendah pada tahun 2020 anggaran perubahan yaitu sebesar 

Rp2.544.152.135. 

3. Belanja Bidang Terkait Pelayanan Dasar 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 

ayat (1) dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan 
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dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 

(2) meliputi; pendidikan, kesehatan umum dan penataan ruang, 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban 

umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019-2020 

menunjukkan belanja bidang terkait pelayanan dasar tertinggi adalah 

Belanja PUPR pada tahun 2019 anggaran murni yaitu sebesar 

Rp1.299.000.000, sedangkan belanja bidang terkait pelayanan dasar 

terendah adalah Belanja Sosial pada tahun 2019 anggaran murni dan 

perubahan yaitu sebesar Rp500.000.  

     Gambar IV.8: Grafik Perbandingan Belanja Bidang Terkait Pelayanan Dasar 

 

Berdasarkan grafik perbandingan belanja bidang terkait 

pelayanan dasar, dapat disimpulkan bahwa Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dengan jumlah belanja bidang 
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terkait pelayanan dasar tertinggi pada tahun 2019 anggaran murni 

yaitu sebesar Rp1.822.276.000, sedangkan dengan jumlah belanja 

bidang terkait pelayanan dasar terendah pada tahun 2020 anggaran 

perubahan yaitu sebesar  Rp1.141.338.000. 

4. Belanja Klasifikasi Ekonomi 

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2019-2020 

menunjukkan belanja klasifikasi ekonomi tertinggi adalah Belanja 

Modal pada tahun 2019 anggaran perubahan yaitu sebesar 

Rp1.829.887.000, sedangkan belanja klasifikasi ekonomi terendah 

adalah Belanja Pegawai pada tahun 2019 anggaran perubahan yaitu 

sebesar Rp 334.198.240. 

Gambar IV.9: Grafik Perbandingan Belanja Klasifikasi Ekonomi 

 

Didalam grafik perbandingan klasifikasi ekonomi, dapat kita 

lihat bahwa terjadi perbedaan yang signifikan pada belanja tak 

terduga tahun 2020 perubahan yaitu sebesar Rp434.000.000, dimana 
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angka tersebut merupakan angka terbesar dibandingkan dengan tahun-

tahum sebelumnya yang hanya sebesar Rp5.132.786. Perubahan yang 

signifikan ini disebabkan karena adanya perubahan pengalokasian 

dana yang telah diatur oleh pemerintah dalam menhadapi pandemic 

Covid-19 di Indonesia. 

Berdasarkan grafik perbandingan belanja klasifikasi ekonomi, 

dapat disimpulkan bahwa Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten dengan jumlah belanja klasifikasi ekonomi 

tertinggi yakni pada tahun 2019 anggaran perubahan yaitu sebesar Rp 

3.080.732.472, sedangkan dengan jumlah belanja klasifikasi ekonomi 

terendah yakni pada tahun 2020 anggaran perubahan yaitu sebesar  

Rp 2.556.959.135. 

D. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Jambukulon Kecamatan 

Ceper Kabupaten Klaten 

1. Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa  

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten  

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan tahap 

murni yang dilaksanakan desa. Perencanaan pengelolaan keuangan 

desa memiliki beberapa indikator agar bisa berhasil. Indikator tersebut 

adalah transparan dan partisipatif.  

a. Transparan 

Transparan adalah kebebasan untuk memperoleh informasi 

sehingga sesuatu hal yang berkepentingan dengan publik dapat 

diperoleh  oleh siapa saja yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009). 

Diharapkan dengan sikap transparan ini masyarakat bisa 



46 
 

mengetahui bagaimana struktur perencanaan yang akan dilakukan 

pemerintah desa. Pada studi kasus yang sudah dilakukan oleh 

peneliti di Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 

memberikan jawaban perihal sikap transparan. Studi kasus yang 

dilakukan di Desa Kelurahan Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten memberikan jawaban bahwa ketika desa 

menerima subsidi Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten, 

pihak pemerintah desa kemudian memberikan komando untuk 

melakukan musyawarah dari tingkat Dusun atau RT/RW dan 

setelah itu melaksanakan musyawarah di tingkat desa. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan sekretaris Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten berikut ini. 

“Kan perencanaan itu diawali dari musyawarah Dusun 

biasanya di tingkat RW dimana perencanaan itu dimulai 

dari bawah (dari tingkat RW). Lalu dalam Musrenbangdes 

itu dimusyawarahakan apa saja kegiatan yang diusulkan 

dari dusun ke desa, nanti dibawa ke Musrenbangdes 

(Musyawarah Desa). Permendagri nomor 20 tahun 2018 

itu, kalau tidak salah yang mengenai tentang pengelolaan 

keuangan desa, diatur bahwa tata kelola keuangan desa 

ada meliputi beberapa kriteria yaitu transparan, 

akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin. Transparan 

itu artinya pemerintah Desa terbuka kepada masyarakat 

khususnya kepada BPD sebagai warga masyarakat apa aja 

yang kita rencanakan dan apa aja yang kita kerjakan,”. 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan sangat transparan terhadap masyarakat. Sesuai dengan 

teori dari Mardiasmo (2009) yang diterangkan diatas. Ketika desa 

sudah menerima subsidi, desa dengan segera memberitahukan 
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kepada masyarakat dan memberikan tugas untuk melaksanakan 

musyawarah. Merencanakan kegiatan apa yang baiknya segera 

dilakukan.  Pengelolaan seperti ini adalah pengelolaan keuangan 

desa yang dilaksanakan beriringan dengan dilaksanakannya 

pengelolaan Dana Desa.  

Setelah melakukan studi kasus pada desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan sikap transparan sudah terlaksana dengan 

transparan. Pada proses perencanaan sudah berjalan secara 

transparan dan dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat 

b. Partisipatif   

Partisipatif adalah keterlibatan masayarakat dalam 

penyusunan keputusan baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang disampaikan kepada lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan keputusan tersebut. (Mardiasmo, 2009). Partisispasi 

masyarakat bisa disampaikan misalnya melalui Musrenbangdes 

dimana masyarakat dan pemerintah desa berkumpul untuk 

bersama-sama menentukan perencanaan apa yang akan dilakukan 

untuk pekembangan desa tersebut.  

Studi kasus pada Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten penerapan sikap partisipatif sudah dilaksanakan 

dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan 
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pernyataan yang diberikan oleh sekretaris Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten berikut ini : 

“Partisipatif yaitu kita setiap tahun ada yang namanya 

musrenbangdes (Musyarawah Rencana Pembangunan 

Desa) yang didalamnya kita undang BPD, tokoh 

masyarakat, RT, RW, dan segala unsur yang ada di desa 

Jambukulon untuk mengeluarkan aspirasi di lingkungan 

masing-masing, apa saja yang sekiranya dapat dibiayai, 

dapat dilaksanakan pembangunan di tahun yang akan 

dating. Jadi, dilaksanakannya itu sekitar pertengahan tahun 

2018 kita sudah mulai tahapan-tahapannya untuk 

menyusun APB Desa tahun 2019. Jadi pada saat 

perencanaan itu partisipasi dari masyarakat sediri, jadi 

masyarakat yang butuh. Misal dukuh saya ingin mengaspal 

jalan, pak saya mau ngaspal jalan dengan panjang sekian, 

lebar sekian, ketebalan sekian dan mereka membuat RAB 

sendiri” 

 

Pernyataan berikut dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

masyarakat merupakan penentu perkembangan dari dusun didaerah 

itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tori yang dikemukakan oleh 

Mardiasmo (2009). Masyarakat merumuskan sendiri apa yang 

menjadi kebutuhan mereka yang wajib mereka minta 

perwujudannya dari pemerintah desa. Perumusan perencanaan 

dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan di tingkat 

dusun (Musrenbangdes) kemudian naik ke musyawarah di tingkat 

desa (Musdes). Pada saat musyawarah dusun melibatkan beberapa 

tokoh masyarakat dan ketua RT. Sesuai dengan pernyataan 

sekretaris Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 

berikut ini : 
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“Pada saat musrenbangdes (Musyarawah Rencana 

Pembangunan Desa)  itu yang jelas yang dihadirkan adalah 

bapak RT, tokoh masyrakat di wilayah desa” 

 

Lalu pada saat Musrenbangdes juga melibatkan tokoh 

masyarakat dan ketua RT tetapi dengan cakupan yang lebih luas. 

Pemerintah desa juga perpendapat bahwa partisipasi masyarakat 

saat Musrenbangdes sangat baik, seperti yang dikatakan oleh 

sekretaris Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 

berikut ini : 

“Kalau di Musrenbangdes itu biasanya yang dihadirkan 

adalah Bapak RT, bapak RW, dan tokoh masyarakat 

(perwakilan tokoh masyarakat). Karena di Musrenbangdes 

itu kan cakupannya lebih luas.” 

 

Berdasarkan studi kasus diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap 

perencanaan di Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten sudah berjalan sangat partispatif.  

Setelah peneliti melakukan studi kasus tentang transparan 

dan partisipatif dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa 

maka hasil studi kasus tersebut adalah sikap transparan dalam 

proses perencanaan ini sudah berjalan dengan transparan dan sikap 

partisipatif pada proses perencanaan di Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.  



50 
 

2. Akuntabilitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan 

Keuangan Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten  

Pelaksanaan dan penatausahaan adalah proses dimana suatu 

perencanaan dilakukan dan pada saat melaksanakan perlu adanya suatu 

pencatatan atau pengelolaan dana oleh bendahara desa. Agar 

pelaksanaan dan penatausahaan berjalan dengan baik, maka perlu 

adanya indikator yang berupa transparan, partisipatif, tertib dan 

disiplin anggaran.   

a. Transparan  

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai 

dengan keadaan desa dimana pada saat pembangunan tim 

pelaksana kegiatan berkewajiban untuk menyampaikan semua 

informasi di papan pengumunan yang mana papan pengumuman 

tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat dari mulai tanggal 

mulai kegiatan, sumber daya yang digunakan serta prosentase 

penyelesaiannya (Kustono et al, 2017). Pada pelaksanaan perlu 

adanya sikap transparan dari Pemerintah Desa untuk selalu 

menginformasikan kepada masyarakat tentang berapa jumlah 

dana yang digunakan. Berikut adalah studi kasus yang peneliti 

lakukan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa 

menerapkan sikap transparan saat proses pelaksanaan.  

Studi kasus yang dilakukan di Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten ternyata bentuk sikap 

transparan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan 
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menyerahkan kepada masyarakat berapa dana yang masyarakat 

butuhkan untuk melakukan pelaksanaan. Jadi semua kembali lagi 

ke masyarakatnya. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh 

Kaur Keuangan Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten berikut ini : 

“Waktu pelaksanaan kita kan swakelola, jadi dikembalikan 

ke warga. Pengelolaan keuangan Desa Jambu Kulon 

dengan adanya Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah 

dilaksanakan, sejak Pemendagri itu dikeluarkan dan 

dicanangkan, sebenarnya kalau pengelolaan keuangan 

Desa itu secara transparansi dan akuntabilitas dari dulu 

sudah dilaksanakan sebelum adanya Permen Nomor 20 

Tahun 2018, Jambukulon sudah melaksanakan pengelolaan 

keuangan secara transparansi dan akuntabilitas. Dengan 

adanya Permen tersebut akan lebih tertib dan lebih 

sistematis lagi karena dari tahun 2016 Desa Jambukulon 

sudah menerapkan sistem keuangan desa yang waktu itu 

disebut Nasiskedes dan mulai tahun 2018 itu sudah secara 

online” 

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa bentuk sikap 

transparan diwujudkan dengan sistem swakelola dan sesuai 

dengan aturan undang-undang, jadi masyarakat sendiri yang 

mengatur dana agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan 

lancar. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Kustono et al (2017) Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa sudah menerapkan 

sikap transparan kepada masyarakat terkait berapa dana yang 

dikeluarkan untuk melakukan proses pelaksanaan.  
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b. Pertisipatif  

Keuangan desa adalah ketika pemerintah Desa menekan 

pada prinsip Demokrasi dimana peran masyarakat sangat 

diutamakan agar mencapai pemerataan dan keadilan bagi semua 

elemen masyarakat serta memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah (HAW Widjaja dalam Buku Otonomi 

Desa (2005:133) Keuangan desa). Pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa perlu adanya partisipasi agar pelaksanaan bisa 

berjalan dengan lancar dan cepat terselesaikan. Bentuk sikap 

partisipatif dapat dilihat melalui studi kasus yang dilakukan oleh 

peneliti berikut ini.  

Studi kasus yang dilakukan di desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten tentang sikap pertisipatif 

yang dilakukan pada proses pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa. Pada studi kasus ini dapat diketahu bahwa partisipasi 

masyarakat sangat tinggi, hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Sekretaris Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten  berikut ini : 

“Jadi setelah adanya dana desa masyarakat itu sangat 

antusias sekali dalam hal [pembangunan] infrastruktur, 

dan dana itu sangat membantu sekali bagi masyarakat. 

Karena infrastruktur di desa kami masih banyak yang perlu 

dibenahi”.  

 

Berdasarkan pernyataan berikut, dapat diketahui bahwa 

partisipasi msyarakat sangat tinggi serta masyarakat begitu 

antusias untuk melakukan perbenahan. Hal ini sesuai dengan teori 
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yang dikemukakan oleh HAW Widjaja dalam Buku Otonomi 

Desa (2005:133) Keuangan desa. Bukan hanya masyarakat saja 

yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa namun Pemerintah Desa juga ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan 

parnyataan yang diberkan oleh Sekretaris Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten a berikut ini : 

“Setiap tahun ada yang namanya musrenbangdes, yang 

didalamnya kita undang BPD, tokoh masyarakat, RT, RW, 

dan segala unsur yang ada di desa Jambukulon untuk 

mengeluarkan aspirasi di lingkungan masing-masing”. 

 

Berdasarkan pernyataan berikut, dapat disimpulkan 

bahwa Pemerintah Desa juga ikut berpartisipasi dalam proses 

pelaksanaan. Pemerintah disini berperan sebagai fasilitator, 

membantu menyediakan dan memfasilitasi apa saja yang menjadi 

kebutuhan dari masyarakat saat melakukan pelaksanaan.  

Dari studi kasus diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi msyarakat itu sudah 

sesuai. Desa berpartisipasi sebagai pegawai padat karya dalam 

pelaksanaan, dan juga dalam melakukan pelaksanaan sudah 

sangat berpedoman dengan peraturan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah atau Kabupaten.  

c. Akuntabel  

Akuntabel adalah menyampaikan tanggungjawab yang 

ditanggung oleh pihak yang diberi tanggungjawab dan 
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menjelaskan bagaimana cara dalam pemenuhan tanggungjawab 

serta dapat dipercaya (Ottawa, 1991). Pada proses penatausahaan 

sangat diperhatikan perihal bagaimana akuntabelnya suatu 

pencatatan. Akuntabel adalah bagaimana pemerintah desa 

mencatat semua kegiatan pengeluaran dan memasukan dana 

sesuai dengan bukti yang sebenarnya. Sikap akuntabel yang 

dilakukan dapat dilihat melalui studi kasus berikut ini. 

Studi kasus dilakukan di Desa Jambukulon Kecamatan 

Ceper Kabupaten Klaten. Pemerintah Desa dalam menerapkan 

sikap akuntabel dalam pencatatan sudah menggunakan sistem 

atau aplikasi yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Proses penatausahaan di Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten sudah akuntabel, hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan Kaur Keuangan Desa Jambukulon Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten berikut ini: 

 “Sebenarnya kalau pengelolaan keuangan Desa itu secara 

akuntabilitas dari dulu sudah dilaksanakan sebelum 

adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Jambukulon 

sudah melaksanakan pengelolaan keuangan secara 

akuntabilitas. Dengan adanya Permen tersebut akan lebih 

tertib dan lebih sistematis lagi karena dari tahun 2016 

Desa Jambukulon sudah menerapkan sistem keuangan desa 

yang waktu itu disebut Nasiskedes” 

 

Berdasarkan pernyataan berikut maka dapat disimpulkan 

bahwa penatausahaan yang tepat adalah penatausahaan dengan 

pencatatan disistem yang susuai dengan keadaan sebenar-
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benarnya tanpa dibuat-buat. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Ottawa (1991). 

Dari studi kasus diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penerapan sikap akuntabel pada penatausahaan 

pengelolaan keuangan desa sudah berjalan akuntabel. Hal ini 

didukung dengan adanya sistem atau aplikasi yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah yang dinamakan dengan Siskeudes (Sistem 

Keuangan Desa). Adanya sistem ini maka Pemerintah Desa 

diharapkan dapat membuat penatausahaan dengan jujur dan sesuai 

dengan bukti yang sebenarnya. Karena ketika data yang 

dimasukkan dengan bukti yang ada tidak sesuai atau masih selisih 

berapa rupiah saja, maka sistem tidak akan bisa berjalan atau 

tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya.  

d. Tertib dan disiplin anggaran  

Pada pelaksanaan  dan penatausahaan perlu adanya tertib 

dan disiplin anggaran. Dimana dana yang digunakan susuai 

dengan rencana penganggaran yang sudah dibuat ketika 

perencanaan awal atau sesuai dengan RAB dan pelaksanaan yang 

sudah berjalan. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa  harus 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta masyarakat juga 

berhak melakukan pengawasan terkait dengan proses pelaksanaan 

(Syahadatina, 2017). Tidak hanya dalam hal dana namun dalam 

format penulisan atau penyusunan penatausahaan juga harus 
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sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan. tertib dan disiplin 

anggaran pada Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten dapat dilihat pada studi kasus dibawah ini.  

Studi kasus yang dilakukan di Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten tentang tertib dan disiplin 

anggaran tenrnyata tidak selalu berjalan dengan yang 

direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan Sekretaris 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten berikut 

ini: 

“Kalau kita bicara mulai dari implementasi Permen[dagri] 

Nomor 20 tahun 2018, dimana disitu otomatis ada 

perubahan, yang pertama ada kendala internal SDM, 

perangkat desa mungkin sedikit banyak kurang paham, 

kurang mengetahui apa saja fungsi masing-masing. Untuk 

dari eksternal kita terkendala untuk pelaksanaan bantuan 

keuangan yang bersifat khusus, itu dari kabupaten atau 

provinsi itu adalah dana aspirasi yang masyarakat bawa ke 

Dewan Kabupaten maupun Provinsi kadang itu kurang 

koordinasi dengan pihak desa, kadang terjadi ada 

transferan masuk tapi tidak tahu punya siapa”  

 

Berdasarkan pernyataan berikut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa setiap hal yang direncanakan tidak selalu 

berjalan mulus sesuai apa yang dipikirkan. Hal ini belum sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Syahadatina (2017).  

Walaupun pelaksanaan kegiatan tidak sesuai tetapi Pemerintah 

Daerah mencoba untuk mengatur bagaimana caranya agar tidak 

terjadi pemborosan anggaran, yaitu dengan melaksanakan 
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kegiatan yang benar-benar sudah siap dan menunda kegiatan yang 

belum siap untuk menjadi anggaran ditahun berikutnya.  

Dari kasus tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tertib dan disiplin anggaran pada penatausahaan di Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten masih belum 

tertib dan disiplin anggaran karena masih terjadi ketidaksiapan 

saat melakukan pelaksanaan hal ini disebabkan oleh kurangnya 

koordinasi antar pihak terkait pihak yang bertanggungjawab 

menerima alokasi dana yang masuk dan pada saat perencanaan 

belum tepat dalam memilah apa saja kegiatan yang seharusnya 

segera dilaksanakan. Tetapi Pemerintah Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sudah bisa mengatasi 

kendala tersebut tanpa membuat anggaran menjadi kurang atau 

boros.    

3. Akuntabilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan 

Keuangan Desa Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten  

Pelaporan merupakan hasil kegiatan yang telah dicapai dalam 

penatausahaan yang dikelola dan disampaikan kepada masyarakat, 

BPD dan pengawas (Rahum, 2015). Tidak hanya pelaporan, melainkan 

pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan laporan yang telah 

dibuat tersebut. Suatu laporan dan pertanggugjawban dikatakan 

akuntabel apabila sudah memenuhi indikator transparan, akuntabel 

serta tertib dan disiplin anggaran. 
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a. Transparan  

Pada pelaporan dan pertanggungjawaban perlu adanya 

sikap transparan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

pemerintah merupakan suatu penyampaian informasi terkait 

dengan proses atau kegiatan pengelolaan keuangan yang telah 

dilakukan dalam kurun waktu satu periode (Syahadatina, 2017) 

Pemerintah Desa harus transparan kepada pihak-pihak yang 

berhak meminta pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada 

penelitian ini transparansi pelaporan dan pertanggungjawaban 

dapat dilihat dari beberapa studi kasus berikut ini.  

Studi kasus yang petama adalah studi kasus yang 

dilakukan di Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten. Pada studi kasus ini peneliti memperoleh informasi bahwa 

Pemerintah Desa dalam menerapkan sikap transparan sudah 

berjalan dengan transparan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 

Sekretaris Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 

berikut ini : 

“Transparansi itu akan berbentuk banner dan laporan tiap 

tahun kepada masyarakat melalui BPD, akuntabilitas yaitu 

segala perencanaan dan pelaksanaan harus terukur secara 

Rencana dan Realisasi. Nah di musrenbangdes nanti Desa 

memutuskan kira-kira  kegiatan yang mendesak itu yang 

mana dan yang diprioritaskan nanti kita anggarkan di 

APBDes, sehingga warga bisa mengatahui kinerja 

pemerintahan desa itu sepeti apa selain itu kita juga buat 

laporan kepada dinas yang bersagkutan dan itu bukan 

hanya ADD namun semua anggaran yang diterima oleh 

desa itu semua dilaporkan. Baik dana dari pemerintah 

kabupaten, pemerintah propinsi maupun dari pusat kita 

harus buat laporan” 
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Berdasarkan pernyataan berikut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Jambukulon Kecamatan 

Ceper Kabupaten Klaten transparan dalam melaporkan laporan 

pertanggungjawabannya kepada masyrakat dan Pemerintah 

Daerah maupun provinsi. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Syahadatina (2017). Disini masyarakat tetap 

diberi transparansi yaitu melelui banner yang dipasang didepan 

kantor desa. Melalui banner besar tersebut, maka masyarakat bisa 

mengakses sendiri informasi tentang pengelolaan keuangan desa.  

Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat dilihat bahwa 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sudah 

menerapkan sikap transparan dengan melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan laporannya kepada pihak yang 

tingkatannya lebih tinggi yaitu pihak kecamatan dan Pemeritah 

Daerah. Selain pihak kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa 

Jambukulon tersebut juga transparan kepada masyarakat. 

Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya bagaimana Pemerintah 

Desa mengelola keuangan desa tersebut.   

b. Akuntabel 

Saat pelaporan dan pertanggungjawaban juga 

memperhatikan perihal sikap akuntabel, dimana Pemerintah 

Daerah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabankan 

harus dengan sikap akuntabel. “Mekanisme pertanggungjawab-an 
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pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: Kepala desa 

membuat laporan realisasi setiap tahun anggaran pada bulan 

Januari tahun anggaran berikutnya disertai Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

dan SPJ dikirim ke Bupati melalui Camat dan dijadikan syarat 

untuk pengajuan Anggaran tahun berikutnya”. (Kholmi, 2016) 

Sikap akuntabel yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dapat 

dilihat dari studi kasus berikut ini.  

Studi kasus pertama adalah studi kasus yang dilakukan di 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Pada desa 

ini peneliti memperoleh informasi mengenai bagaimana 

Pemerintah Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten menerapkan sikap akuntabel pada pelaporan dan 

pertanggungjawabannya. Setelah melakukan wawancara, didapat 

informasi bahwa laporan dan pertanggungjawaban Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sudah berjalan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Sekretaris Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten berikut ini : 

“:Ya, akuntabel atau tidaknya itu kan yang bisa 

menentukan adalah pihak pusat atau pihak yang 

memeriksa. Pengelolaan keuangan Desa Jambukulon 

dengan adanya Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah 

dilaksanakan, sejak Pemendagri itu dikeluarkan dan 

dicanangkan, sebenarnya kalau pengelolaan keuangan 

Desa itu secara transparansi dan akuntabilitas dari dulu 

sudah dilaksanakan sebelum adanya Permen Nomor 20 

Tahun 2018, Jambu Kulon sudah melaksanakan 
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pengelolaan keuangan secara transparansi dan 

akuntabilitas” 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Jambukulon Kecamatan 

Ceper Kabupaten Klaten sudah sesuai untuk menyusun pelaporan 

dan pertanggungjawabannya sesuai dengan keadaan sebernarnya. 

Hal ini sesuai dengan teori yang demukakan oleh Kholmi (2016)  

Setelah peneliti melakukan studi kaus pada Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten kaitannya 

dengan penerapan sikap akuntabel pada pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

tentang penerapan sikap akuntabel pada pelaporan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa bahwa pelaporan 

dan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara akuntabel, 

bersdasarkan atas bukti-bukti yang sesungguhnya terjadi tanpa 

dibuat-buat. Hal ini semakin dipermudah dengan adanya suatu 

sistem pengelolaan keuangan desa yang dibuat oleh Pemerintah 

Kabupaten, sistem ini disebut dengan Siskeudes. 

c. Tertib dan Disiplin Anggaran   

Selain transparan dan akuntabel, dalam pelaporan dan 

pertanggungjawaban juga harus memperhatikan tertib dan disiplin 

anggaran. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa Tertib dan disiplin anggaran adalah 

pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan kepatuhan 
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serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan juga 

memiliki tindakan yang berkelanjutan. Agar peneliti mengetahui 

bagaimana Pemerintah Desa menerapkan sikap didisiplin dan 

tertib anggaran pada pelaporan dan pertanggungjawaban maka 

peneliti melakukan studi kasus ke Desa Jambukulon Kecamatan 

Ceper Kabupaten Klaten.  

Peneliti melakukan studi kasus di Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Pada studi kasus ini peneliti 

memperoleh informasi mengenai bagaimana Pemerintah Desa 

menerapkan sikap tertib dan disiplin anggaran pada saat pelporan 

dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Hal ini 

dapat dilihat dari data laporan realisasi yang telah diberikan oleh 

Pemerintah Desa kepada peneliti. Pada laporan realisasi terdapat 

laporan bahwa dana yang direalisasikan oleh Pemerintah Desa 

Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sebesar Rp 

3.075.599.686,00 pada tahun 2019 perubahan dan Rp 

2.544.152.135,00 pada tahun 2020 perubahan sudah sesuai 

dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkkan bahwa 

penerapan tertib dan disiplin anggaran dapat dilihat dengan 

bagaimana Pemerintah Desa memanfaatkan anggaran dana 

semaksimal mungkin anggar tercapai suatu pelaksanaan yang 

pembiayaannya sesuai dengan anggaran yang telah diberikan.  
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Jadi akan terlihat kalau Pemerintah Desa mengguunakan dana 

sesuai dengan yang sudah direncanakan.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus tentang 

tertib dan disiplin anggaran tersebut adalah, bahwa Pemerintah 

Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sudah 

menggunakan dana dengan tertib dan disiplin serta dikelola 

dengan semaksimal mungkin. Berdasarkan pengelolaan tersebut 

maka Pemerintah Daerah dapat memberikan keputusan terkait 

dengan pencairan keuangan desa pada tahun berikutnya.  

E. Pembahasan 

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan 

kegiatan musyawarah perencanaan dan pembagunan pada tingkat 

dusun, desa, maupun kecamatan yang melibatkan masyarakat, BPD, 

serta LPMD (Siti et al ,2017). Penelitian tersebut sejalan atau sesuai 

dengan penelitian Akuntabilitas perencanaan pengelolaan keuangan 

desa pada Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Hal 

ini dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah Desa menyampaikan dan 

menginformasikan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat 

dengan sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pemerintah Desa 

memiliki cara untuk menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah dengan 

menyampaikan langsung kepada masyarakat melalui pemasangan 
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banner yang didalam banner tersebut sudah tertera berapa dana yang 

didapat oleh desa tersebut. Cara lain yang digunakan pemerintah desa 

untuk menyampaikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa 

ini adalah dengan menyampaikan terlebih dahulu kepada BPD dusun 

setempat dan kemudian BPD menyampaikan langsung kepada  

masyarakat melalui musyawarah dusun (Musrenbangdes).  

Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa tidak cukup 

bila hanya memperhatikan aspek transparansi saja, melainkan juga 

melibatkan adanya partisipasi dari masyarakat. Pelaksanaan partisipasi 

pada penelitian ini adalah dengan masyarakat meyampaikan segala 

aspirasi dan idenya untuk perkembangan desa.  

Ide dan aspirasi masyarakat ini disampaikan melalui 

Musrenbangdes. Dimana dalam Musrenbangdes ini merupakan sarana 

pertama masyarakat untuk menuangkan segala aspirasinya. 

Pelaksanaan Musrenbangdes ini diketuai oleh Kadus dan BPD 

setempat. Semua aspirasi yang disampaikan oleh masayarakkat akan 

ditampung oleh Kadus dan BPD yang nanti kemudian akan 

dilanjutkan ke tahap Musdes.  

Pelaksanaan Musdes sendiri dilaksanakan oleh Kepala Desa 

untuk manindaklanjuti aspirasi atau usulan dari masyarakat terkait 

dengan pembangunan yang akan dilakukan untuk perkembangan desa.  

Pemerintah Desa akan memilih dan memilah manakah yang akan 

dijadikan prioritas utama yang akan dilakukan segera. Kegiatan yang 
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akan diputuskan oleh Pemerintah Desa merupakan kegiatan yang 

memang dirasa sangat urgen dan mendesak untuk segera dilakukan. 

Setelah kegitan ditentukan maka tahap selanjutnya adalah Pemerintah 

Desa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pembuatan RAB 

nantinya akan tertera berapakah dana yang dibutuhkan untuk 

melaksakan kegiatan beserta rincian dananya.  

Setelah Pemerintah Desa membuat RAB, maka langkah 

selanjutnya adalah Pemerintah Desa mengajukan RAB ke Kecamatan. 

Lalu dikecamatan akan mendokumentasi dan kemudian mengajukan 

kepihak dinas Pemerintah Kabupaten. Dimana dinas yang 

berkepentingan untuk menghitung dan menyalurkan dana desa ke desa 

adalah Dispermasdes. Pihak Dispermasdes setelah menerima RAB 

dari desa maka Dispermasdes akan menyalurkan dana ke desa melalui 

transfer ke rekening desa langsung.  

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Penelitian oleh Syahadatina (2017) hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa 

(ADD) mencerminkan prinsip transparan. Prinsip transparan ini juga 

didukung oleh prinsip partisipasi masyarakat dalam proses 

pelaksanaan. Lalu untuk prinsip akuntabilitas telah berjalan dengan 

sepenuhnya dengan pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi 

yang sudah selesai dan lengkap.  
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Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan dengan 

transparan. Segala sesuatu yang sudah terjadi dan dilaksanakan atau 

dikelola oleh Pemerintah Desa selalu disampaikan kepada masyarakat 

melalui banner besar yang dipasang didepan Kantor desa atau tempat 

yang mudah dijangkau informasinya oleh masyarakat. Lalu pada 

pelaksanaan partisipasi dari masyarakat, pihak desa menggunakan 

metode yang dilakukan dengan sistem gotong-royong dan sistem 

padat karya. Dimana dalam sistem padat karya ini Pemerintah Desa 

menggunakan pelaksanaan pembangunan ini untuk sarana masyarakat 

agar memiliki pekerjaan. Jadi setelah masyarakat menjalankan 

tugasnya, mereka akan diberi upah sesuai dangan standar upah desa 

tersebut.  

Penelitian oleh Nasehatun dan Anisa (2017) menunjukkan 

bahwa akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan desa telah 

berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Namun ada beberapa hal yang belum pernah terjadi yaitu terkait 

dengan prosedur pengisian kas desa, dalam penelitian ini 

menerangkan bahwa bendahara desa tidak pernah menyimpan uang 

desa. 

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa juga harus 

akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Untuk menjaga 

keakuntabelan penatausahaan pengelolaan keuangan desa maka 
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pemerintah Daerah sudah memfasilitasi desa dengan Aplikasi 

Keuangan yang disebut dengan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). 

Penggunaan aplikasi ini sangat efektif karena keakuntabelannya sudah 

terjamin. Bila pencatatan dalam aplikasi ini tidak sesuai dengan bukti 

yang diberikan, maka pemasukan data tidak akan bisa balance dan 

hasilnya nanti akan menjadi suatu pertanyaan dan hambatan yang 

mungkin terjadi.  

Aspek tertib dan disiplin anggaran yang dimaksudkan disini 

adalah antara pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan 

desa dengan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai atau selaras. 

Tidak hanya itu penerapan tertib dan disiplin anggarn juga harus 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang 

sudah ditetapkan. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan 

Siskeudes, dimana dengan penerapan Siskeudes ini nanti akan sangat 

membantu sekretaris desa atau bendahara desa untuk memasukkan 

data keuangan sesuai dengan bukti yang ada dan tata cara yang sudah 

tersedia dalam aplikasi tersebut. Namun ada beberapa kendala dalam 

pelaksanaan. Bawasannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara 

pelaksanaan dengan perencanaan sehingga pemerintah desa 

mengalihkan alokasi dana untuk kegiatan lain yang lebih siap dan 

sangat mendesak untuk segera dlaksanakan. 
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3. Pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa  

Penelitian oleh Putra et al (2017) hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa 

telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa prosedur yang belum 

tepat waktu dalam pelaksanaannya. Penelitian pada kelurahan 

Jambukulon sudah menunjukkan pelaporan dan pertanggungjawaban 

yang transparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Prinsip 

transparan disini diwujudkan dengan cara Pemerintah Desa 

menyampaikan kepada masyarakat tentang hasil pelaksanaan dan 

capaian pelaksanaan kegiatan. Selain itu Pemerintah Desa juga 

menyampaikan besaran anggaran yang sudah digunakan atau dikelola 

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa tersebut. Masyarakat 

akan diberi informasi berupa pemasangan MMT dan juga lembaran 

laporan realisasi yang bersumber dari Siskeudes.  

Prinsip akuntabel yang diterapkan di desa juga sangat terpacu 

dengan Siskeudes. Bawasannya melalui Siskeudes tersebut baik 

Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat 

akan memantau bagaimana kinerja desa dalam mengelola keuangan 

desa. Selanjutnya untuk prinsip tertib dan disiplin anggaran dapat 

dilihat melalui bagaimana Pemerintah desa menggunakan dengan 

maksimal dana yang diberikan. Laporan pertanggungjawaban ini 

dapat diketahui melalui laporan realisasi yang dibuat oleh Pemerintah 

Desa. Apakah dana yang digunakan sudah maksimal terpakai sesuai 

dengan dana yang diberikan. Kalau penggunaan dana sudah maksimal 
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dengan dana yang diberikan maka hal tersebut sudah termasuk dalam 

tertib dan disiplin dalam menggunakan anggaran. Serta tidak terlepas 

dari peraturan pemerintah yang sudah diberikan.  

    Berdasarkan pembahasan yang disampaikan diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten hampir secara keseluruhan sudah 

berjalan dengan baik dan sudah menerapkan indikator-indikator dari 

proses perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan 

dan pertanggungjawaban. Namun ada sedikit kendala pada saat 

pejerapan tertib dan disiplin anggaran pada saat pelaksanaan karena 

kurang tepat dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan.   

F. Kendala Pengelolaan Keuangan Desa 

  Dalam proses pengelolaan keuangan di Desa Jambukulon 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sendiri terdapat kendala yang 

dihadapi baik internal maupun eksternal pemerintah. Kendala internal 

adalah kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap Permendagri 

Nomor 20 tahun 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan 

Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui 

Peraturan  Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan kendala eksternal yang 

dihadapi pemerintah desa Jambukulon adalah kurangnya koordinasi 

antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten maupun 

pemerintah provinsi. Keudua kendala tersebut dapat dilihat dari 
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pernyataan Sekretaris Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten berikut ini: 

“Kita bicara mulai dari implementasi Permendagri Nomor 20 

tahun 2018, dimana disitu otomatis ada perubahan, yang 

pertama ada kendala internal yakni SDM perangkat desa 

mungkin sedikit banyak kurang paham, kurang mengetahui 

apa saja fungsi masing-masing. Sedangkan dari eksternal kita 

terkendala dalam pelaksanaan bantuan keuangan yang 

bersifat khusus, baik itu dari kabupaten atau provinsi. Dimana 

dana aspirasi yang masyarakat bawa ke Dewan Kabupaten 

maupun Provinsi kadang itu kurang koordinasi dengan pihak 

desa, kadang terjadi ada transferan masuk tapi tidak tahu 

punya siapa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


